BAB V
PENUTUP




V.1   Kesimpulan
      Setelah diadakan penelitian dan melihat data dari hasil survey serta dari hasil analisa data, maka dari permasalahan yang ada dapat disimpulkan dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini adalah sebagai berikut :
1. Belum diterapkannya sistem zona serta tidak terdapat papan rambu zona di pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue mengakibatkan tidak adanya batasan di area pelabuhan bagi pengguna jasa hal ini dapat dilihat dari terdapatnya orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki area pelabuhan dan daerah terlarang bagi umum, sehingga pelabuhan menjadi kurang tertata. Langkah yang dapat diambil yaitu dengan menerapkan sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan sehingga dapat melancarkan arus lalu lintas muatan baik yang akan masuk wilayah pelabuhan maupun muatan yang akan keluar dari area Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue.
2. Kurangnya fasilitas penunjang lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue seperti fasilitas rambu.

V.2  Saran
       Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saran, diantaranya adalah PT. ASDP Indonesia Ferry (PERSERO) Cabang Banda Aceh selaku pihak pengelola pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue sebagai berikut:



1. Menerapkan sistem zonasi serta menempatkan papan rambu zonasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang 
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2. Sterilisasi pelabuhan penyeberangan agar terwujudnya pelabuhan penyeberangan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar.
3. Menambahkan rambu untuk memperlancar lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue.
4. Memisahkan tempat pembelian tiket penumpang dan kendaraan dengan cara mengaktifkan loket penumpang yang sudah ada.
5. [bookmark: _GoBack]Melakukan sosialisasi penerapan sistem zonasi dengan cara menyediakan informasi dalam bentuk spanduk serta memerintahkan petugas di pelabuhan untuk memberikan arahan kepada pengguna jasa terkait sistem zonasi.
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